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Abstract 

This study examines dimensions of fraud diamond against the intention of financial fraud in village 

fund allocation. Based on fraud diamond theory that is used in public organizations, especially in 

the management of village funds. This study also includes religiosity as a factor that can moderate 

the effect of pressure, opportunity, rationality and capability on fraudulent intentions in the Village 

Fund Allocation. The research sample is selected purposively: the Technical Implementer of Village 

Financial Management (PTPKD) or village officials responsible for managing village funds in the 

Special Region of Yogyakarta. The data collection technique using a questionnaire to answer the 

dimensions of the fraud diamond, namely pressure, opportunity, rationality, and capability, as well 

as the variables of religiosity and fraud intention. 

Based on the test results, pressure and weak internal control system had a positive and significant 

effect on the fraud intention. Meanwhile, religiosity harms fraud intention in village fund allocation. 

The results also show that religiosity reduces pressure and a weak internal control system intends 

to allocate village funds fraudulently. This study explains that the village-level government officer 

as an agent takes actions that want to benefit themselves, whilst they are given the authority to 

manage financial allocation given from the central government. This behaviour occurred because 

of pressure, opportunity, rationalization and capability. This research provides insights and ways 

to control fraudulent behaviour in village fund allocations when the factors that cause fraudulent 

intentions in village fund allocations are known. 
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PENDAHULUAN 

Kebijakan Alokasi dana desa (ADD), menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintahan Desa mengurus dan dilaksanakan secara mandiri oleh desa. 

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa alokasi dana desa merupakan 

dana yang digunakan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa, 

sehingga diharapkan desa menjadi mandiri dan maju. Penelitian tentang dana desa merupakan 

hal yang penting karena dana desa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan 

publik, sehingga perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Desa merupakan ujung tombak 

dari kegiatan pemerintah, sehingga pembangunan desa dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Jumlah dana yang dibagikan untuk desa di Indonesia sebanyak 72 trilyun rupiah yang 

dibagikan pada 74,953 ribu desa (Depkeu.go.id).  

Namun terdapat beberapa pada program alokasi dana desa pada target dan realisasi yang 

masih berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa masih 

belum matang. Selain itu terdapat hambatan dalam realisasi dana desa karena kondisi sosial, 
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lingkungan geografis, dan hambatan dari luar. Selain itu, terkadang perencanaan ADD hanya 

dibuat oleh Kepala Desa dan tidak melalui musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder. 

Penggunaan dana desa dilakukan secara tidak langsung, sehingga belum iaudit oleh BPK. Jika 

penggunaan dana desa diaudit, maka banyak kepala desa yang tidak mengajukan anggaran 

karean takut terjerat kasus korupsi. KPK (2020) menyatakan bahwa kasus korupsi dana desa 

semakin meningkat. Kasus korupsi dana desa mencapai 154 kasus pada tahun 2019. Kasus 

tersebut tidak semua berbentu dari alokasi dana desa, namun terdiri dari beberapa kegiatan, 

diantaranya pungutan liar, penggunaan kas, dan pengadaan barang. Fenomena kecurangan dana 

desa mengakibatkan perlunya penyelidikan faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan tersebut, 

sehingga dapat menentukan pedoman dan peraturan tata kelola yang akuntabel dan transparan. 

Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi tingginya kecurangan pengelolaan dana desa 

karena kompetensi sumber daya manusia dan tingkat pengawasan dari masyarakat yang rendah 

(Mondale et al., 2017; Wibisono, 2017). Pemahaman dan pengawasan yang efektif bisa 

berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa (Kadir et al., 2017; 

Widarnawati, 2018). Sementara itu, Mansor & Abdullahi (2015) menggunakan teori kecurangan 

untuk menjelaskan penyebab korupsi di organisasi publik dan menemukan bahwa tekanan 

memengaruhi korupsi. Namun, penelitian kecurangan pada pemerintah desa, khususnya pada 

alokasi dana desa masih terbatas. . Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak kecurangan 

yang terjadi alokasi dana desa. Penelitian saat ini lebih mengutamakan pada bagaimana 

kecurangan tersebut terjadi. Namun belum banyak penelitian yang menjelaskan mengapa 

kecurangan tersebut terjadi. Penelitian juga belum menjelaskan bagaimana pengaruh religiositas 

terhadap niat kecurangan. Padahal banyak pemangku pemerintahan pada tingkat desa yang 

tingkat religiositasnya tinggi. Oleh karena itu perlu penelitian yang menguji secara emperis faktor 

yang memengaruhi kecurangan pada alokasi dana desa.. 

Untuk memahami penyimpangan keuangan desa, konsep fraud diamond dapat digunakan. 

Konsep tersebut dikembangkan dari konsep fraud triangle (Noviandi et al., 2016; Muhsin et al., 

2018). Pencegahan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat 

dijelaskan dalam perilaku berencana (Rahimah et al., 2018). Namun, terdapat kemungkinan faktor 

yang memengaruhi niat kecurangan selain faktor individu, juga faktor situasional. Sedangkan 

Amrul & Khotmi (2016) memastikan pengaruh yang kuat dari pengendalian internal dalam 

mengantisipasi pengelolaan keuangan yang kecenderungan kecurangan. Namun, Muhsin et al. 

(2018) gagal membuktikan konsep fraud diamond memengaruhi perilaku curang. Hasil yang sama 

juga diperoleh Yusof (2016) yang menemukan pengaruh faktor eksternal terhadap kecurangan 

keuangan. Oktaviani et al. (2018) menunjukkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi potensi 

tersebut atas kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa termasuk praktik akuntabilitas, 

konflik kepentingan, dan penegakan hukum. 

Tingkat religiositas juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. 

Dalam bidang akademik, Basri (2015) menyatakan seringnya terjadinya kecurangan disebabkan 

karena kesadaran mahasiswa yang kurang baik. Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali 

pemahaman tentang agama dapat digunakan untuk mengendalikan yang sesuai dengan nilai 

budaya dan agama. Purnamasari & Amaliah (2015) memberikan bukti bahwa aspek moral yang 

tinggi mengakibatkan kecurangan yang rendah. Sedangkan Pamungkas ( 2014) membuktikan 

bahwa tingkat religiositas yang tinggi menyebabkan perilaku kecurangan yang semakin rendah.  

Penelitian ini menggunakan konsep fraud diamond untuk menguji pengaruh dimensi 

kecurangan terhadap perilaku kecurangan keuangan. Berdasarkan teori fraud diamond digunakan 

dalam menguji determinan financial fraud dalam mengelola dana desa. Penelitian ini juga 

memasukkan aspek religiositas sebagai faktor yang dapat memoderasi pengaruh variabel 

tekanan, kesempatan, rasionalitas dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada alokasi dana 

desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: 1) Bagaimana pengaruh fraud diamond 

(tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas) terhadap niat kecurangan pada alokasi dana 
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desa? 2) Bagaimana pengaruh pemoderasi religiositas terhadap hubungan antara tekanan, 

kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa? 

Penelitian ini diharapkan mempunyai tiga kontribusi, yang pertama adalah kontribusi teoretis dalam 

penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan tindakan kecurangan 

berdasarkan pada teori fraud diamond karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan 

kapabilitas. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis yaitu pengukuran tekanan, 

kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas dan niat kecurangan yang terjadi pada alokasi dana 

desa. Terakhir, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi praktis untuk memberikan 

pemahaman dan cara pengendalian perilaku kecurangan pada alokasi dana desa, ketika diketahui 

faktor yang menyebabkan niat kecurangan pada alokasi dana desa. 

 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kerangka Teoretis 

Setiap organisasi rentan terhadap kecurangan, yang merupakan yang dilakukan untuk 

mendapatkan sesuatu secara tidak legal, baik dengan kekuatan fisik atau menipu (W. S. Albrecht 

et al., 2006). Literatur menunjukkan bahwa organisasi swasta dan publik telah mengalami 

mengalami kerugian karena perilaku tersebut. Data diperkirakan bahwa organisasi telah 5% dari 

pendapatan setiap tahun akibat adanya kecurangan. Dengan pertimbangan tingkat keparahan 

kecurangan, maka penting bagi organisasi untuk memahami penyebab perilaku kecurangan 

secara proaktif (Ramamoorti, 2008). 

Teori yang sering dibahas dalam literatur adalah fraud triangle (Cressey Donald, 1953). 

Teori ini mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan pelaku melakukan kecurangan. Cressey 

Donald (1953) memfokuskan penelitiannya pada keadaan yang mengarahkan individu untuk 

terlibat dalam aktivitas kecurangan dan tidak etis. Teori fraud triangle terdiri dari tiga elemen yang 

diperlukan untuk terjadinya pencurian atau kecurangan: (a) tekanan, (b) kesempatan, dan (c) 

rasionalisasi. Berdasarkan teori ini, kecurangan tidak mungkin ada tanpa adanya dari ketiga 

elemen tersebut. Selain itu, tingkat keparahan kecurangan tergantung pada kekuatan masing-

masing elemen kecurangan (Dorminey et al., 2012). Seseorang akan membuat keputusan yang 

tidak etis, jika terdapat tekanan yang dirasakan, peluang, dan cara untuk merasionalisasi perilaku.  

Terlepas dari popularitas teori fraud triangle, banyak literatur yang mencoba 

mengidentifikasi lebih faktor lain yang mungkin memengaruhi perilaku kecurangan. Wolfe & 

Hermanson (2004) berpendapat bahwa kecurangan jika individu mempunyai kemampuan untuk 

melakukan setiap kondisi dan kegiatan rinci dari kecurangan. Oleh karena itu, pendeteksian fraud 

perlu mempertimbangkan keempat elemen, tekanan, peluang, dan rasionalisasi, juga harus 

mempertimbangkan kemampuan individu. kualitas dan kemampuan merupakan satu elemen 

utama (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori ini disebut dengan fraud diamond theory. Berbagai 

elemen dari teori fraud diamond akan dibahas sebagai berikut: 

Pressure (tekanan) 

Pelaku kecurangan sering menghadapi beberapa jenis tekanan. Tekanan didefinisikan 

sebagai motivasi yang mengarahkan pelaku terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan bisa 

terjadi pada karyawan organisasi dan disebabkan oleh berbagai alasan. Tekanan tidak harus 

nyata, namun jika pelaku percaya bahwa mereka dalam kondisi tertekan, maka dapat 

menyebabkan perilaku curang (W. S. Albrecht et al., 2006). Meskipun terdapat motif yang berbeda, 

penelitian telah menunjukkan bahwa kecurangan merupakan respon terhadap tekanan ekonomi, 

finansial, gaya hidup di luar kemampuan, pengeluaran yang besar, hutang dan kredit macet, serta 

ketidakmampuan mengelola keuangan (W. S. Albrecht et al., 2006; C. Albrecht et al., 2010). 

Secara khusus, Sebagian kasus kecurangan dipengaruhi oleh tekanan keuangan (W. S. Albrecht 

et al., 2006). 
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Opportunity (kesempatan) 

Kesempatan yang ada dalam untuk organisasi memiliki dampak pada keputusan individu 

untuk melakukan kecurangan. Rae & Subramaniam (2008) menyarankan bahwa individu yang 

merasakan adanya ksempatan karena kurangnya atau tidak efisiennya pengendalian internal, 

maka akan berusaha memanfaatkan peluang melakukan kecurangan. Kesempatan yang 

dirasakan hampir sama dengan tekanan. Jika pelaku cukup percaya dan melihat bahwa ada 

kesempatan, maka mereka akan melakukan tindakan curang (W. S. Albrecht et al., 2006). Faktor 

individu seperti kebutuhan finansial dan masalah pribadi merupakan variabel yang tidak dapat 

dikendalikan oleh organisasi. Namun, mereka hanya memutuskan bagaimana bereaksi terhadap 

faktor ini melalui penggunaan pengendalian internal. Huber (2017) menyarankan dua mekanisme 

yang dapat digunakan organisasi untuk mencegah kecurangan. 1) Melakukan seleksi yang ketat 

dalam perekrutan karyawan, 2) mengimplementasikan mekanisme pengendalian intern. Sistem 

pengendalian internal mengimplementasikan berbagai jenis pengendalian yang dapat mencegah 

adanya kesempatan melakukan kecurangan. 

Rationalization (rasionalisasi) 

Rasionalisasi merupakan suatu sikap dapat diterima secara moral yang terjadi sebelum 

perilaku curang. Pelaku kecurangan kadang tidak memandang tindakan mereka sebagai tindakan 

yang tidak etis, namum mereka membenarkan tindakan mereka sebagai tindakan yang etis 

sebelum kecurangan (Dorminey et al., 2010). Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk 

melegalkan tindakannya sebagai tindakan yang dapat diterima. Jika seseorang membenarkan 

curang sebagai tindakan etis, maka mereka akan melakukannya (W. S. Albrecht et al., 2006). 

Seseorang dapat merasionalisasi tindakan tersebut dengan cara yang berbeda untuk 

pembenaran. Seperti, alasan meminjam, tidak merugikan organisasi, bonus tidak diperoleh, atau 

bukan hal yang material (Ramamoorti, 2008). 

Capability (Kemampuan) 

Posisi seseorang pada organisasi dapat menciptakan kemampuan untuk mengeksploitasi 

kesempatan melakukan kecurangan. Sifat dan kemampuan yang diperlukan agar dapat mengenali 

peluang kecurangan dan untuk melakukannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Hal penting yang 

terkait dengan kapasitas individu untuk melakukan kecurangan meliputi (Dorminey et al., 2010): 1) 

posisi atau fungsi dalam organisasi; misalnya, CEO mungkin memiliki kemampuan untuk 

memengaruhi dan melanggengkan kecurangan, 2) kemampuan untuk mengeksploitasi sistem 

akuntansi dan kemampuan untuk memahami cara kerja sistem, 3) keyakinan bahwa perilaku 

curang tidak akan terdeteksi, yang akan berdampak pada pengambilan keputusan mereka. 4) 

kemampuan menangani stres karena risiko tertangkap dan mengelola kecurangan dalam jangka 

waktu yang lama. Mereka juga berbohong secara efektif dan konsisten untuk menghindari deteksi 

dan meyakinkan orang lain untuk percaya bahwa kecurangan tidak terjadi. 

Pengembangan Hipotesis 

Tekanan dan Kecenderungan Kecurangan 

Tekanan merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan 

(AICPA, 2015). Manajer memiliki motif kecurangan didorong oleh insentif untuk menerima 

keuntungan berdasarkan pencapaian target pada laporan keuangan. Di samping itu, manajemen 

mempunyai motif kecurangan yang didorong oleh tekanan untuk menghindari situasi yang 

berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, opini going 

concern atau pelaporan kerugian. Dorminey et al. (2012) menyatakan bahwa 4 faktor yang 

memotivasi individu untuk melakukan fraud intention. Tekanan internal muncul karena tekanan 

ekonomi individu yang mengarah pada niat kecurangan. Tekanan hidup tersebut dapat berupa 

beban keluarga, gaya hidup, dan lingkungan sosial. 
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Model fraud triangle mengkategorikan tiga faktor pemicu kecurangan, yaitu tekanan, 

rasionalisasi dan peluang (Cressey Donald, 1953; Hogan et al., 2008; Trompeter et al., 2013). 

Tekanan dapat berbentuk motivasi untuk mencapai estimasi analis (Koh et al., 2008), kompensasi 

dan struktur insentif (Burns & Kedia, 2006), stres (Piquero et al., 2005), stres sosial dan interaksi 

sosial dalam masyarakat (Engdahl, 2009). Hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

H1. Tekanan memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. 

Kesempatan dan Kecenderungan Kecurangan 

Kesempatan adalah kondisi yang dimanfaatkan oleh individu dalam organisasi ketika 

pengendalian internal lemah. Salah satunya adalah tidak adanya sistem whistleblowing. 

Whistleblowing merupakan pelaporan oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal dan tidak 

bermoral yang dilakukan oleh anggota organisasi lainnya (Miceli et al., 2013). Kesempatan adalah 

faktor kedua dari fraud triangle yang mengacu pada kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem 

di dalamnya organisasi. Trompeter et al. (2013) menjelaskan kesempatan dalam Komite 

Organisasi Sponsoring dari kerangka Komisi Treadway (COSO, 2013) itu terdiri dari lima 

komponen: lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan pemantauan. Peluang sebagian besar berada di bawah kendali lingkungan, 

termasuk komite audit (Archambeault et al., 2008), dewan direksi (Collin et al., 2015) dan 

kelemahan pengendalian internal (Smith et al., 2000). Lebih lanjut, Dellaportas (2013) secara 

empiris menunjukkan hubungan antara kesempatan dan kecurangan dalam kasus 

penyalahgunaan aset yaitu pengendalian internal yang lemah sistem memberikan kesempatan 

bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang ada tidak 

terdeteksi. Said et al. (2018) memberikan dukungan bahwa terdapat hubungan antara kesempatan 

dan kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset. Berikut ini adalah hipotesis kedua dari 

penelitian ini: 

H2. Sistem pengendalian internal memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi 

dana desa. 

Rasionalisasi dan Kecenderungan Kecurangan 

Trompeter et al. (2013) secara empiris menunjukkan bahwa sarjana non akuntansi telah 

secara ekstensif menyelidiki rasionalisasi dalam berbagai pengaturan. Secara umum, faktor 

rasionalisasi dalam fraud triangle mendahului tindakan kecurangan. Individu yang mempunyai niat 

kecurangan cenderung mengalami konflik dalam diri mereka sendiri atau mengalami disonansi 

kognitif. Ashforth & Anand (2003) mengusulkan delapan jenis penyangkalan untuk merasionalisasi 

kecurangan (korupsi), yaitu pengingkaran legalitas, penolakan tanggung jawab, penolakan cedera, 

penolakan korban, bobot sosial, loyalitas yang rendah, metafora dan memfokuskan perhatian. 

Rasionalisasi memfasilitasi individu untuk mengurangi disonansi kognitif mereka (Ramamoorti et 

al., 2009). 

Rasionalisasi adalah kemampuan pembuat keputusan untuk melakukan kecurangan dan 

untuk membenarkan bahwa tindakan tersebut masuk akal. Trompeter et al. (2013) secara empiris 

menunjukkan rasionalisasi tersebut) erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral 

pembenaran sebelum kecurangan). Rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi 

bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi (Piquero et 

al., 2005). Teori disonansi kognitif menjelaskan kondisi ketika individu merasionalisasikannya 

perilaku dengan konsep yang mereka buat sendiri (Festinger, 1957). Disonansi kognitif adalah 

konflik internal individu ketika mereka melakukan tindakan tidak etis yang tidak konsisten dengan 

keyakinan mereka. Argumen dan studi sebelumnya mengarah pada hipotesis ketiga: 
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H3. Rasionalisasi memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. 

Kapabilitas dan Kecenderungan Kecurangan 

Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. 

Kapabilitas adalah kemampuan untuk mengontrol organisasi mereka. ACFE Report 2020 

mendokumentasikan kemampuan yang sangat baik individu (manajemen puncak) melakukan lebih 

banyak kecurangan dibandingkan dengan manajemen tangka bawah (ACFE, 2020). Penipu bisa 

dibilang ada di setiap lini organisasi. Namun, mereka yang memiliki kemampuan tinggi mempunyai 

kekuatan lebih untuk mengendalikan penipuan. Biasanya penipu baru pertama kali adalah 

pelanggar usia muda, terpelajar, karyawan ter percaya atau dianggap sebagai warga negara yang 

baik di organisasi (Ramamoorti et al., 2009). Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen puncak 

secara luas dikenal sebagai kejahatan kerah putih. 

Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkan fraud triangle dengan menambahkan faktor 

keempat (kemampuan). Lebih lanjut, Dorminey et al. (2012) menjelaskan kapabilitas itu 

memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki 

keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Argumen ini sejalan dengan fakta 

bahwa individu dengan kapabilitas tinggi (sebagai manajer puncak) cenderung melakukan lebih 

banyak kecurangan daripada manajer pada level yang lebih rendah (ACFE, 2020). Dengan 

pertimbangan bahwa manajer puncak memiliki kapabilitas yang dapat diandalkan potensi 

terjadinya fraud. Berikut hipotesis keempat: 

H4. Kapabilitas memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. 

Religiositas, Fraud Dimaond dan Kecenderungan Kecurangan 

Purnamasari & Amaliah (2015) dalam risetnya menyatakan bahwa kereligiusan seseorang 

akan tampak dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam 

menjalankan aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut dianggap 

sebagai tolak ukur tingkat religiositas seseorang akan memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. 

Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas 

hidup seseorang akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang 

bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman 

yang baik tentang religiositas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. 

Religiositas sebagai faktor yang dapat memengaruhi niat kecurangan dan memiliki korelasi dengan 

fraud diamond maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut: 

H5. Religiositas memoderasi hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan 

kapabilitas dan kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel dan Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 

atau aparat desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa. Sampel dipilih 

berdasarkan kriteria (purposive sampling) yaitu aparat desa yang dan berhubungan dengan 

penegelolaan dana desa. Kriteria yang bisa menjawab pertanyaan kusioner adalah Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi (KASI) yaitu KASI Pemerintahan, KASI 

Kesejahteraan dan KASI Pelayanan.  

Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan 
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antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar-variabel, variabel bebas adalah variabel 

yang memengaruhi variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel dependen. Dari 

penjelasan di atas kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam 

penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga 

tidak terjadi kesalah fahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan 

alat pengumpulan data. Variabel fraud diamond diambil dari penelitian Wolfe & Hermanson (2004) 

yaitu: 1) Variabel pressure/ tekanan menggunakan 6 indikator, antara lain: tuntutan keluarga, 

permintaan atasan, perimntaan pegawai lain, target atasan, pengeluaran daningin sejahtera. 2) 

Variabel opportunity/ kesempatan menggunakan 4 indikator, antara lain: pembagian wewenang, 

peraturan penyajian laporan,pemeriksaan fisik, dan evaluasi sistem pengendalian. 3) Variabel 

rationalization/ rasionalisasi menggunakan 4 indikator, antara lain: biasa dilakukan, dibantu orang 

lain, merupakan kesalahan kecil, tidak merugikan siapapun. 4) Variabel capability/kemampuan 

menggunakan 4 indikator antara lain: mampu melakukan pekerjaan, tidak meminta bantuan orang 

lain, mengatasi kesalahan, dan mempunyai keahlian. 5) Indikator religiositas diukur dengan rajin 

beribadah, dalam pengawasan Tuhan, jujur, tidak melanggar, tidak mencuri (Purnamasari & 

Amaliah, 2015).  

Variabel niat kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Keuangan kecurangan 

pengelolaan dana desa diukur sejauh mana aparat desa cenderung berkomitmen kecurangan 

keuangan, yaitu kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan dan penyajian yang 

keliru pengobatan yang tidak tepat. Kecurangan keuangan diukur berdasarkan indikator yang 

digunakan (Yani et al., 2016): (a) memanipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung, (b) 

menghilangkan transaksi penting, (c) menggunakan prinsip akuntansi yang tidak benar; (d) 

membuat laporan keuangan, dan (e) membuat catatan atau dokumen palsu. 

Instrumen dan Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Peneliti mendesain 

kuisioner online untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Responden menjawab pertanyaan 

dalam kuisioner secara sukarela. Pengisian kuisioner membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. 

Responden diberi informasi bahwa kuisioner tidak berhubungan dengan kinerjanya. 

Metoda Analisis Data 

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 

Persamaan dari regresi linier berganda dengan mempertimbangkan variable moderasi religiositas 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1*X5+ β5X2*X5+ β5X3*X5 + β5X1*X5+ e 

Dimana: 

Y = Variabel Kencenderungan Kecurangan 

α = Konstanta regresi  

β = Koefisien regresi 

X1 = Variabel Tekanan 

X2 = Variabel Kesempatan 

X3 = Variabel Rasionalisasi  

X4 = Variabel Kemampuan 
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X5= Variabel Religiositas 

e = Error 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Data Demografi Penelitian 

Responden yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini sebanyak 72 

orang. Kuesioner sudah dicek validitasnya dan seluruh data dari responden adalah valid, tidak ada 

data yang dieliminasi. Tabel 1 memberikan gambaran data demografi responden untuk penelitian. 

 
Pada tabel 1 tabel 1 terlihat bahwa dari 72 responden terdapat proporsi yang sama besar 

untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing adalah 36 orang perempuan 

(50%) dan 36 orang (50%) berjenis kelamin laki-laki. Responden berumur antara 26 tahun sampai 

dengan 54 tahun. Mayoritas responden berumur kurang dari 35 tahun dengan proporsi sebesar 

38%. Responden dengan kisaran umur antara 35 tahun sampai 40 tahun memiliki proporsi 24% 

dan responden dengan kisaran umur di atas 40 tahun sampai 45 tahun proporsinya sebesar 21%. 

Sisanya sebesar 17% merupakan responden dengan umur lebih dari 45 tahun. Menurut tingkat 

pendidikan, jumlah paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 50 

orang (70%), lalu sebanyak 12 (16%) responden memiliki tingkat pendidikan S1, dan sisanya 

adalah 10 (14%) responden dengan tingkat pendidikan D3. Berdasarkan masa kerja dengan 
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rentang 2 tahun sampai 30 tahun, sebesar 22% responden memiliki masa kerja di atas 20 tahun. 

Sedangkan masa kerja partisipan sampai dengan 10 tahun sebesar 35%, dan sisanya 43% masa 

kerja responden lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Kategori terakhir adalah asal 

kabupaten responden. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 kabupaten asal responden. 

Responden dengan asal Kabupaten Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo memiliki 

persentase yang sama sebesar 22%. Lalu responden dari Kabupaten Gunung Kidul dan 

Kabupaten Sleman berurutan memiliki persentase sebesar 15% dan 16%. Sisanya sebesar 25% 

responden berasal dari Kabupaten Bantul. Responden yang dipilih dalam posisi karena memiliki 

pengetahuan tentang kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa.  

Statistik deskripstif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kecenderungan 

jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

 
Tabel 2 di atas menunjukkan 72 responden yang berpartisipasi berdasakan umur, 

pendidikan, masa kerja, dan kabupaten. Deskripsi data yang disajikan adalah data minimum, data 

maximum, data mean (rerata), dan data standar deviasi untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya 

juga dapat diketahui data variabel-variabel yang diteliti yaitu: tekanan, sistem pengendalian, 

rasionalitas, kapabilitas, religiositas, dan kecenderungan kecurangan. 

Instrumen dalam penelitian ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil uji 

validitas, jelas bahwa semua item pertanyaan menunjukkan nilai item corelation-total corelation 

yang valid lebih besar dari 0,640. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memahami 

tentang semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang karenanya, berarti bahwa semua 

item pertanyaan itu valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa bahwa semua pertanyaan 

memiliki Cronbach Alpha besar (0,540). Hal ini dapat disimpilkan bahwa semua indikator dapat 

dikatakan valid dan reliabel. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. didapatkan hasil R2 sebesar 0,245 atau 24,5% artinya variabel tekanan, sistem 

pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, dan religiositas mempunyai pengaruh yang kuat dalam 

menjelaskan kecenderungan kecurangan (fraud) sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung sebesar 

4,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 (<0,05), maka model regresi dinyatakan fit atau layak.  

Hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada 

Alokasi dana desa (H). Pada Tabel 3 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 (<0,05). Penelitian 

ini mendukung tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa 

(H1). Artinya bahwa niat kecurangan pada alokasi dana desa akan lebih tinggi ketika ada tekanan. 

Ini berarti bahwa tekanan secara signifikan memengaruhi kecenderungan kecurangan atau adanya 

tekanan terhadap seseorang akan memicu terjadinya kecurangan. Penelitian ini bersesuaian 

dengan Pernyataan Standar Audit No. (SAS No.99 /AU Bagian 316) insentif, merupakan faktor 

inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2002). Manajer memiliki 

motif kecurangan yang didorong oleh insentif karena mereka menerima keuntungan berdasarkan 

pencapaian target yang mengarah pada laporan keuangan yang menipu. Di samping itu pengelola 

juga punya motif kecurangan yang didorong tekanan karena mereka memiliki peluang untuk 

menghindari berbagai situasi yang berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar 

perjanjian hutang, menerima opini going concern atau pelaporan kerugian. Trompeter et al. (2013) 

secara konsisten mengkategorikan tiga faktor pemicu kecurangan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan 

peluang (fraud triangle). Tekanan atau yang biasa disebut sebagai insentif yang memotivasi niat 

penipuan terdiri dari motif bertemu estimasi analis (Koh et al., 2008), kompensasi dan struktur 

insentif (Burns & Kedia, 2006). Tekanan dapat berupa kondisi individu yang mendorong tindakan 

tidak etis, yaitu stres (Piquero et al., 2005), stres sosial, jaringan dan interaksi sosial dalam 

masyarakat (Engdahl, 2009). Dengan demikian H1 didukung bahwa tekanan memengaruhi 

kecenderungan kecurangan (fraud). 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah berpengaruh 

positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H2). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan 

nilai sigfikansi sebesar 0,006 (< 0,05) berarti sistem pengendalian internal secara signifikan 

berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) yang menunjukkan hipotesis kedua 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menimbulkan 

terjadinya kecurangan (fraud). Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dellaportas 

(2013) yang secara empiris menunjukkan hubungan antara peluang dan kecurangan dalam kasus 

penyalahgunaan aset. Secara spesifik, pengendalian internal yang lemah sistem memberikan 

kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang 

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficient 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.330 .850  1.565 .122 

Tekanan .461 .181 .298 2.546 .013 

SistemPengendalian -.382 .135 -.325 -2.829 .006 

Rasionalitas .164 .137 .142 1.201 .234 

Kapabilitas -.097 .190 -.067 -.509 .612 
 Religiusitas .340 .176 .261 1.932 .058 

 Religiusitas*Tekanan .121 .046 .462 2.614 .011 

 
Religiusitas*Sistem 

Pengendalian 
-.074 .031 -.378 -2.396 .019 

 Religiusitas*Rasionalisitas .057 .034 .221 1.712 .092 

 Religiusitas*Kapabilitas -.011 .047 -.046 -.229 .820 
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ada tidak terdeteksi. Sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan menunjukkan hipotesis 2 didukung. Penelitian ini mendudkung 

penelitian sebelumnya yang menjelaskan pentingnya sistem pengendalian dalam mencegah fraud 

(Rahimah et al., 2018) 

Hipotesis 3 menyatakan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada 

Alokasi dana desa (H3). Tabel 3 menunjukkan nilai sigfikansi sebesar 0,234 (> 0,05), rasionalisasi 

tidak signifikan. H3 tidak didukung, berarti bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) sehingga disimpulkan bahwa rasionalisasi tidak dapat 

menekan terjadinya kecurangan (fraud). Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Trompeter et al. (2013) yang secara empiris menunjukkan rasionalisasi tersebut 

(pembenaran moral setelah kecurangan) erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral 

pembenaran sebelum kecurangan) dan Piquero et al. (2005) yang menyebutkan bahwa 

rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang 

dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi. H3 tidak didukung, sehingga dinyatakan 

bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana 

desa. 

Hipotesis 4 menyatakan kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada 

Alokasi dana desa (H4). Pada Tabel 3 diketahui nilai sigfikansi sebesar 0,612 (>0,05), berarti 

kapabilitas tidak signifikan. Hipotesis keempat tidak didukung, ini berimplikasi bahwa kapabilitas 

tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa kapabilitas tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (fraud). Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wolfe & Hermanson (2004) yang berpendapat 

bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolfe 

& Hermanson (2004) dengan menambahkan faktor keempat yaitu kemampuan. Penelitian kali ini 

juga tidak sejalan dengan Dorminey et al. (2010) yang menjelaskan bahwa kapabilitas itu 

memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki 

keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Kapabilitas berpengaruh positif 

terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa (H4) tidak didukung 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa religiositas memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, 

rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap kecurangan pada Alokasi dana desa (H5). Berdasarkan 

Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,058 (> 0,05). Dengan demikian H5 secara signifikan 

tidak didukung yang berarti bahwa religiositas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa religiositas tidak dapat menekan 

terjadinya kecurangan (fraud). Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamasari & Amaliah (2015) yang menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan tampak 

dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan 

aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut merupakan sebagai tolak 

ukur tingkat religiositas seseorang yang akan memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika 

seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup 

seseorangmaka orang tersebut akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan 

perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena 

itu pemahaman yang baik tentang religiositas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta 

hasil kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas memoderasi pengaruh tekanan dan 

sistem pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa pada nilai 

sig=0,011 dan 0,019. Sedangkan pengaruh religiositas terhadap hubungan rasionalisasi dan 

kencederungan kecurangan moderat signifikan pada level sig=0,092. Namun religiositas tidak 

memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap kencenderungan kecurangan alokasi dana desa. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa H5 didukung Sebagian. 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI  

Kesimpulan  

Dari hasil pengujian hipotesis, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tekanan, 

sistem pengendalian internal yang lemah yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa, sedangkan rasionalitas, kapabilitas tidak 

memengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud). Religiositas mempunyai pengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. Namun religiositas hanya dapat 

mengurangi pengaruh tekanan dan pengendalian intern yang lemah pada alokasi dana desa. 

Adapun pengaruh religiositas pada hubungan antara rasionalitas dan kecenderungan kecurangan 

alokasi dana desa adalah moderat signifikan (0,092). Sedangkan pengaruh religiositas terhadap 

hubungan kapabilitas dan kecenderungan kecurangan alokasi dana desa tidak signifikan. 

Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil 

penelitian. Pertama, sampel dalam penelitian ini sangat kecil, karena sulitnya memperoleh 

responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuisioner. Sampel tidak menunjukkan 

posisi yang jelas pada pengelolaan dana desa, sehingga akan memengaruhi validitas penelitian. 

Pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden dengan kriteria yang lebih spesifik 

lagi agar tepat sasaran. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metoda wawancara atau 

triangulasi sumber, sehingga bisa meningkatkan validitas hasil penelitian ini. Kedua, penelitian 

menggunakan persepsi responden untuk mengukur kecenderungan kecurangan dan religiositas 

yang mungkin menyebabkan adanya bias keinginan sosial, sehingga akan memengaruhi 

generalisasi hasil penelitian. Penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan kecurangan 

sesungguhnya yang terjadi pada alokasi dana desa. Ketiga, pada pengukuran variabel tekanan 

tidak memisahkan tekanan yang berasal dari diri sendiri atau berasal dari lingkungan. Penelitian 

selanjutnya dapat menguji tekanan yang berasal darimana yang berpengaruh pada 

kencenderungan kecurangan alokasi dana desa. 

Implikasi  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik kecurangan dalam pengelolaan alokasi 

dana desa dengan melakukan analisis fraud diamond dan menambahkan variabel religiositas. 

Kecurangan akuntansi merupakan salah satu unsur utama dalam korupsi. Untuk pengelolaan 

alokasi dana desa masih banyak aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan kaitannya dengan 

kemungkinan adanya kecenderungan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh personil tertentu 

karena seperti dikemukakan pada hasil penelitian di atas bahwa ternyata tekanan dan sistem 

pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan 

kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa. 
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